
Semarang, 22 Maret 2021

Direktur Deregulasi Penanaman Modal

Materi Sosialisasi ðBKPM & Pemerintah Daerah

OSS-RBA: Perizinan

Berusaha di Pusat         

dan Daerah sesuai

Amanat UUCK



Penyederhanaan Regulasi: UU No. 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja*

Dengan metode Omnibus 

Law , 79 Undang -Undang 
direvisi sekaligus hanya

dengan satu UU Cipta Kerja

yang mengatur 18 sektor

UU
Cipta
Kerja

186 Pasal 

dan 15 BAB 
dalam UU CK

*47 PP dan 4 Perpres

sebagai Peraturan

Pelaksana

jdih.setneg.go.id

disederhanakan menjadi

11 Klaster
Peningkatan Ekosistem

Investasi dan Kegiatan Usaha

Perizinan Berusaha

Ketenagakerjaan

Dukungan Koperasi dan UMKM

Dukungan Riset dan Inovasi

Pengadaan Lahan

Kawasan Ekonomi

Kemudahan Berusaha

Investasi Pemerintah Pusat 

dan Percepatan PSN

Administrasi Pemerintahan

Pengenaan Sanksi
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*UUCK berlakupada tanggaldiundangkan, atau2 NOVEMBER 2020 (Ps. 186, UUCK No. 11/2020).



Pengaruh terhadap

Dunia Investasi

Pasal 6 UU Cipta Kerja :

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi :

a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;

b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha ;

c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor ; dan

d. penyederhanaan persyaratan investasi .

Pengembangan

Sistem OSS

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (7) UU Cipta Kerja :

ÅPerizinan Berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat

risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha .

ÅTingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi :

a. kegiatan usaha berisiko rendah ;

b. kegiatan usaha berisiko menengah ; atau

c. kegiatan usaha berisiko tinggi .
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Amanat UU Cipta Kerja: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
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Å Bab I : KetentuanUmum
Å Bab II : PengaturanPerizinanBerusahaBerbasisRisiko
Å Bab III : Norma, Standar, Prosedur, dan KriteriaPerizinan

BerusahaBerbasisRisiko
Å Bab IV : PerizinanBerusahaBerbasisRisikoMelaluiLayananSistem

PerizinanBerusahaTerintegrasiSecaraElektronik(Online 
Single Submission)

Å Bab V : Tata Cara PengawasanPerizinanBerusahaBerbasisRisiko
Å Bab VI : Evaluasidan PengembanganKebijakanPerizinan

BerusahaBerbasisRisiko
Å Bab VII : PendanaanPerizinanBerusahaBerbasisRisiko
Å Bab VIII : PenyelesaianPermasalahanDan Hambatan

PerizinanBerusahaBerbasisRisiko
Å Bab IX : Sanksi
Å Bab X : KetentuanLain-Lain
Å Bab XI : KetentuanPeralihan
Å Bab XII : KetentuanPenutup

I. TabelPerizinanBerusahaBerbasisRisikodan

Tabel PerizinanBerusahaUntuk Menunjang

KegiatanBerusaha(per Sektor, per KBLIatau

KBLITerkait).

II. TabelPersyaratandan/atauKewajibanPerizinan

Berusaha dan Perizinan Berusaha untuk

MenunjangKegiatanBerusaha(per Sektor, per

KBLIatauKBLITerkait)

III. PedomanPerizinanBerusahaBerbasisRisiko

IV. PedomanPenyusunanBatangTubuh& Lampiran

Peraturan Menteri/KepalaLembaga tentang

StandarKegiatanUsahadanProduk

BATANG TUBUH LAMPIRAN

SubstansiPP P2B2R

PP No. 5 Tahun2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (P2B2R)



Transformasi dari OSS berbasis PP 24/2018 ke OSS- RBA berbasis PP 5/2021*

Pasal -pasal terkait perizinan diintegrasikan dalam UU Cipta Kerja
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Sistem

OSS

Persetujuan
Lingkungan

(PL)

Kesesuaian Kegiatan

Pemanfaatan Ruang 

(KKPR)

Persetujuan
Bangunan Gedung 

(PBG) & Sertifikat
Laik Fungsi (SLF)

Å4 UU, 51 Pasal
ÅIntegrasi dengan

GISTARU (ATR/BPN) 
dan SIHANDAL 
(KKP)

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha
Mengintegrasikan & menyederhanakan sejumlah UU 
yang mengatur Persyaratan dasar Perizinan Berusaha

Å2 UU, 36 Pasal
ÅIntegrasi dengan

AMDALNET (KLHK)

Å2 UU, 48 Pasal
ÅIntegrasi denganSIMBG (PUPR)

Perizinan Berusaha

Risiko Rendah
Cukup Nomor Induk

Berusaha (NIB)

Risiko Menengah

Rendah
NIB + Sertifikat Standar
(SS) (*Self Declare )

Risiko Menengah Tinggi
NIB + SS 
(*Self Declare & 
Verifikasi)

Risiko Tinggi
NIB+ Izin (+SS)

Proses perizinan kegiatan berusaha diubah dari berbasis
izin ke risiko

*P2B2R melaluiSistemOSS atauOSS-RBA mulai berlakuefektif 4 bulansejakPP ini diundangkan, atau2 JUNI 2021 (Ps. 566 huruf b, PP P2B2R No. 5/2021).



Persyaratan dasar Perizinan Berusaha

Menyederhanakan dan mengintegrasikan perizinan dasar dari sejumlah UU

ÅPemanfaatanruangwajib mendapatkan
Konfirmasi/ Persetujuan/ RekomendasiKKPR, 
berbasisRDTR (atauRTR, RZ KSNT dan RZ 
KAW).

ÅBerlokasidi PerairanPesisir, wilayah perairan
dan wilayah yurisdiksi, wajib mendapatkan
PersetujuanKKPR Laut(KKPRL).

ÅBerlokasidi Kawasan Hutan, wajib
mendapatkanPersetujuanPenggunaan
Kawasan Hutan(P2KH). 

ÅDetail mengacupada PP No. 21 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, 
dan PP No. 23 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Kehutanan.

4 UU
51 Pasal

Persetujuan
Lingkungan(PL)

ÅSetiaprencanausahadan/ataukegiatan
yang berdampak(penting/ tidakpenting) 
terhadaplingkunganhidupwajib
memiliki: Amdal, UKL-UPL atauSPPL.

ÅPL merupakanpersetujuanterhadap: 
KKLH (Keputusan KelayakanLingkungan
Hidup)-Amdal, atauPKPLH (Pernyataan
KesanggupanPengelolaanLingkungan
Hidup)-UKL-UPL. 

ÅDetail mengacupada PP No. 22 Tahun
2021 tentangPenyelenggaraan
Perlindungandan Pengelolaan
LingkunganHidup.

2 UU
36 Pasal

ÅPBG untukmembangunbaru, 
mengubah, memperluas, mengurangi, 
dan/ataumerawatBG sesuaistandar
teknisBG. 

ÅBangunantak berisikotinggiboleh
mengacuprototipe/purwarupa.

ÅBangunanberisikotinggiwajib
disetujuipemerintah.

ÅSLF diterbitkanmanajemenpengawas
konstruksi.

ÅDetail mengacupada PP No. 16 Tahun
2021 tentangPeraturanPelaksanaan
UU No. 28 Tahun2002 tentang
BangunanGedung.

2 UU
48 Pasal
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Kesesuaian
Kegiatan
Pemanfaatan
Ruang (KKPR)

Persetujuan
Bangunan
Gedung (PBG) 
dan SertifikatLaik 
Fungsi(SLF)
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Perizinan Berusaha (Berbasis Risiko) 


